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Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut 

UUD NRI 1945) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No.48/2009) masing­

masing peradilan memiliki kompetensi mengadilinya masing­

masmg dan bilamana suatu gugatan/permohonan diajukan 

kepada badan peradilan yang tidak sesuai dengan 

kewenangannya maka berdasarkan hukum, 

gugatan/permohonan itu haruslah dinyatakan tidak dapat 

diterima 

2. Bahwa Dalam konteks Pemilu, Pasal 24C UUD NRI 1945 secara

expressive verbis menyatakan bahwa salah satu kewenangan

Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus

perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam membaca suatu teks

undang-undang berlaku postulat primo executienda est verbis vis,

ne sermonis vitio obstruatur oratio, sive lex sine argumentis yang

berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk

mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam

menemukan hukum. In casu a quo, dalam kaitannya dengan

kewenangan Mahkamah Konstitusi merujuk pada pasal

dimaksud, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi

adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum .

3. Bahwa bilamana menggunakan pendekatan interpretasi

gramatikal sistematis terhadap Pasal 24C UUD NRI 1945 jo .

Pasal 74 dan Pasal 75 UU MK sebagai derivat dari kewenangan

Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam konstitusi, secara

jelas dan terang menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah

Konstitusi hanya terhadap kesalahan hasil perhitungan suara

yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon (KPU

Kepulauan Aru) dengan mempersandingkannya dengan hasil

perhitungan yang benar menurut Pemohon, yang mana

selisih/perbedaan di antara keduanya kemudian dapat

dibuktikan oleh Pemohon mempengaruhi Bupati dan Wakil
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Bupati. Dengan demikian, secara mutatis mutandis, posita dan 

fundamentum petendi yang dikonstruksikan oleh Pemohon 

seharusnya hanya spesifik dan terbatas terkait dengan 

perselisihan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh 

Termohon (KPU Kepulauan Aru) dengan mempersandingkannya 

dengan perhitungan Pemohon . 

4. Bahwa pun demikian dengan Perselisihan Hasil Pemilihan

Kepala Daerah sekalipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam

norma-norma Pemilihan Umum, namun dengan tidak adanya

pembedaan lagi antara rezim Pemilu dan Pilkada sebagaimana

dipertimbangkan oleh Mahkamah melalui putusannya dalam

Putusan No. 85/PUU-XX/2022 dengan demikian juga berlaku

ihwal ketentuan Kewenangan Mahkamah sebagaimana Pihak

terkait uraikan pada Angka 1-3 di atas;

5. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan

dalam Romawi I pada Angka 9 di antaranya sebagai berikut:

"Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku saat 

mz, terdapat kekosongan hukum (recthsvacuum) sehingga 

berdasarkan kewenangan yang dijaminkan oleh Pasal 240 ayat 

(1) dan ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Nomor 7 Tahun 2020

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah 

Konstitusi dipandang perlu dalam fungsinya sebagai the positive 

legislator untuk melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) 

untuk memecahkan kebuntuan hukum dan untuk mendapatkan 

keadilan subtantive (materiil) bagi Pemohon, bukan keadilan 

Prosedural, hal ini agar tegaknya konstitusi dan hukum". 

6. Bahwa harus Pihak Terkait sampaikan terlebih dahulu di sm1

bahwa Permohonan Pemohon a quo merupakan dalil yang

melampaui kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 20 UUD

NRI 1945 jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
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2011 Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (untuk 

selanjutnya disebut UU No.12/2011) perumusan norma undang­

undang (Positive Legislator) menurut sistem UUD 1945 

didelegasikan kepada DPR bersama Presiden/Pemerintah dan 

kemudian Mahkamah hanya bertugas menguji yakni antara lain 

dengan membatalkan suatu undang-undang apabila isi, materi, 

rumusan pasal dan/atau bagian undang-undang bertentangan 

dengan norma-norma dalam Konstitusi (Negative Legislator); 

7. Bahwa bahkan Negative Legislator sekalipun bukanlah dalil

yang relevan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon sebab

pada prinsipnya Negative Legislator merupakan tugas dan

kewenangan Mahkamah dalam menguJ1 undang-undang

terhadap Undang-Undang Dasar yang tidak serta merta dapat

digunakan oleh Mahkamah dalam perselisihan hasil pemilihan

umum kepala daerah;

8. Bahwa selain itu, terkait Dalil Permohonan a quo sejatinya tidak

pernah terjadi kekosongan hukum (Rechtsvacuum) sebagaimana

didalilkan oleh Pemohon sebab terhadap Pembatalan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 292

Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru

Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 (Bukti P-2/Bukti

PT-5) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Aru Nomor 294 Tahun 2024 tentang Penetapan

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2024, bertanggal 23

September 2024; (Bukti P-3/Bukti PT-6) sejatinya merupakan

Keputusan Tata Usaha Negara yang secara kompetensi dapat

diajukan dan diadili di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

9. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya
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disebut UU No. 51/2009), mendefinisikan Keputusan Tata Usaha 

Negara adalah 

"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau 

pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa 

akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; 

10. Bahwa berdasarkan definisi tersebut di atas, maka Surat

Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Kepulauan Aru Nomor 292 Tahun 2024 (Bukti P-2/Bukti PT-5)

dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Aru Nomor 294 Tahun 2024 (Bukti P-3/Bukti PT-6) adalah

terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi

penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan

oleh pejabat yang membuatnya (einmalig);

11.Bahwa kemudian Pasal 1 angka 8 UU NO. 51/2009

menyebutkan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah

badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan

berdasarkan peratur perundang-undangan yang berlaku " .

12. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai

adalah badan yang melaksanakan urusan pemerintahan

berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan demikian,

nyatalah bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau

Morotai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 51/2009;

13. Bahwa Objek Sengketa dalam Permohonan Pemohon adalah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru

Nomor 292 Tahun 2024 (Bukti P-2/Bukti PT-5) dan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 294

Tahun 2024 (Bukti P-3/Bukti PT-6) yang menurut Pemohon

sepatutnya batal demi hukum, dengan demikian jelas adalah

suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau

pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata
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usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

14. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 153 Ayat (1) Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-Undang (Untuk selanjutnya disebut UU No .

10/2015) dinyatakan bahwa:

"Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa 

yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara 

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubemur, Calon Bupati dan 

Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil 

Walikota dengan KPU Pror.nnsi dan/ atau KPU Kabupaten/ Kota 

sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi 

dan/ atau Keputusan KPU Kabupaten/ Kota. ".

15. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 153 Ayat (2) UU No .

10/2015 dinyatakan bahwa:

"Peradilan Tata Usaha Negara dalam menenma, memeriksa, 

mengadili, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan 

menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-Undang ini." 

16. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait sejatinya tidak

pernah terjadi kekosongan hukum sebagaimana didalilkan oleh

Pemohon, dengan demikian Mahkamah tidak berwenang

mengadili permohonan Pemohon karena merupakan Kompetensi

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana Pihak Terkait uraikan

di atas;

17. Bahwa jika pelanggaran administratif maupun pelanggaran

bersifat pidana yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar quod

non makan kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran

administratif dan pidana sejatinya bukanlah bagian dari

kewenangan area domain Mahkamah Konstitusi, melainkan
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domain Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dimana 

prosesnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang telah 

mengalami beberapa perubahan, yakni melalui Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 serta terakhir diubah dengan Undang­

Undang Nomor 6 Tahun 2020; 

18. Bahwa berdasarkan dengan hal 

kewenangan Mahkamah Konstitusi 

m1, mengingat

hanya terbatas 

bahwa 

pada 

perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, maka dugaan pelanggaran administratif 

yang menjadi objek permohonan Pemohon bukanlah bagian dari 

kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan harus 

diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi 

Bawaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya . 

B. EKSEPSI KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon sepatutnya tidak

dapat diterima karena sejatinya Pemohon tidak memiliki

Kedudukan Hukum (Legal Standing) dan tidak mengu.raikan

sama sekali seputar pelanggaran Terstruktur Sistematis dan

Masif (TSM) sebagaimana Pihak Terkait jelaskan di bawah ini:

1. Bahwa Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No .

10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta

W alikota dan W akil W alikota dapat mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara

dengan ketentuan

"a. Kabupaten/ kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 

2 50. 000 (dua ratus Zima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan 

perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling 

banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil 
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